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PUTUSAN
Nomor 183/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

oAb ’
/:'@ME‘““&\——’:,’-
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut antara pihak-pihak :

Amalia Soamole Binti Sahbudin Soamole, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02
November 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Rt.001/ Rw.004 Desa Fogi, Kecamatan
Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagai Penggugat

melawan

Rifai Haitami Bin Muhammad Haitami, tempat dan tanggal lahir Sanan, 08 April
1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Rt.00/ Rw .00, Desa Fogi, Kecamatan Sula
Besi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula; sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus

2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor
183/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai
berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang

melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 2007 dan dicatat oleh
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dofa Taliabu Timur
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/06/1V/2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di Desa Falahu, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama :
a) Putri Vellya Ramadhani Haitami lahir Sanana tanggal 26 September 2007;
b) Vayla Winanda Haitami, lahir Sanana tanggal 22 April 2011,
c¢) Ahmad Azka Rifliansyah Haitami lahir Sanana tanggal 20 Agustus 2015;

Ke 3 anak tersebut dalam asuhan Pihak Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember tahun 2015, ketentraman rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu Tergugat menikah lagi,
sehingga berpengaruh terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga
kini;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus
sehingga tidak ada titik temunya sampai saat ini, untuk menghindari
percekcokan yang berakibat kekerasan, maka Penggugat dan Tergugat telah
berpisah ranjang sampai saat ini;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan
dan keharmonisan serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah
tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun
1974 Pasal 38. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat
perkara ini;
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Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadila Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Memberi ijin kepada Tergugat selaku suami untuk menjatuhkan talak kepada
Penggugat selaku istri di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor
183/Pdt.G/2020/PA.Lbh.  Tanggal 03 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 11
Agustus 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor :

8205024211839834, tertanggal 21-11-2012 vyang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, bermeterai

cukup dan telah dinazegelen serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor: 78/06/1V/2007, tertanggal 08 April 2007 yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Dofa Taliabu Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen
serta cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
B. Saksi:
1. Mulfi Bin Jumadi, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan
Honor Pemadam, tempat kediaman di RT.008 RW.002 Desa Fogi, Kecamatan
Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan menikah
tahun 2007 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten
Kepulauan Sula;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis
layaknya suami-istri, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat
dikaruniai keturunan 3 orang anak;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan
terhadap Penggugat, dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat tidak ada lagi nafkah lahir bathin sejak
tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat
tinggal bersama kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun
kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Karmil Bin Adi, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan
Honor Pemadam, tempat kediaman di RT.001 RW 001, Desa WaiBau,
Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

sepupu Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan menikah

tahun 2007 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Tergugat di Desa Falahu, Kecamatan Sanana, Kabupaten

Kepulauan Sula;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis

layaknya suami-istri, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat

dikaruniai keturunan 3 orang anak;

- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan
terhadap Penggugat, dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain ;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat tidak ada lagi nafkah lahir bathin sejak

tahun 2015;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat

tinggal bersama kurang lebih selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun

kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya
mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam
persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya
dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa
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perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu
Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi
sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat ( 1) dan ( 4 ) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam,
walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati
Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada
persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di
persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan
tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai
maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim
menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula
mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh

hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa
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Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-
alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat sering
melakukan tindakan Kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat menikah lagi
dengan wanita lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang
diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah
bermeterai cukup dan dinazegelen, merupakan KTP yang dibuat oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku
Utara, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah
Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, KTP merupakan akta Otentik,
namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) (fotokopi buku kutipan akta
nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga
keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang
dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 80 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut
mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti
Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada
tanggal 2007 dan telah memperoleh buku nikah;
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- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-
baik saja, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan
3 orang anak;

- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan
Kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal
bersama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama berpisah Penggugat dan
Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun
kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga
adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila
antara suami-isteri kemudian berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan
untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan
bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau
bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan
kesamaan kehendak diantara keduanya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah
sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini
sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak
dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
secara maksimal menasihati Penggugat melalui agar tetap mempertahankan
rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap
bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam

sebuah rumah tangga;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau
dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah
pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-
isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan
doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni
dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai
berikut:

adlla Jobll ale 3lbo lgzg)) azg )l aus ) pasa il U)o
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak

satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan
Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat ( 2 )
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat

dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan berdasarkan
catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan
adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (a) dan (c)
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu
ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru
dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, oleh karenanya petitum pokok
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gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah “cerai gugat” termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rifai Haitami, S.Pd Bin
Muhammad Haitami) terhadap Penggugat (Amalia Soamole Binti Sahbudin
Soamole);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga
putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh
enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha
pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21
Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, SH., MH. sebagai Ketua Majelis,
Khorul Anam, S.H dan Fuad Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dengan dibantu oleh Syaiful A.Buka,SH. sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H

Mujitahid, SH., MH.
Hakim Anggota,
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Fuad Hasan, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Syaiful A.Buka,SH

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses ' Rp. 50.000,-
Panggilan :Rp. 170.000,-

PNBP ' Rp. 30.000,-
Redaksi ' Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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